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Abstract

The way to prevention of corruption  is to use the reversal burden of proof 
system to the official public wealth that is not fair ( illicit enrichment ), but 
in the implementation there is an indication against violation of human rights. 
This research will be discuss how rule about the reversal burden of proof  in 
the penal law system of Indonesia ? and how to application the reversal burden 
of proof in deprivation the illicit enrichment which is related with the human 
rights ?. Method used in this research is normative law research. Data analysis 
is conducted on primary and secondary law materials and then comparing those 
both as well were processed and presented by descriptive analysis. Related norm 
about the reversal burden of proof system now is regulated in act No. 31 of 1999, 
act No 20 of 2001 and act No. � of 2010, but the character of reversal burden 
of proof system in Indonesia still limited because it can only be used during the 
trials. Then related illicit enrichment norm is not regulated in Indonesia act’s, 
while Indonesia has been ratified about illicit enrichment in Article 20 UNCAC. 
The pros and cons related to the implementation of reversal burden of proof to 
illicit enrichment it happens because it is considered to against of  human rights, 
which is related to the principle of presumption of innocence and non – self 
incrimination. However, with regard to other legal principles and consider the 
interests of the wider, the regulation of the illicit enrichment should be regulated 
in the provisions of the law in Indonesia. Considering the purpose of the law it 
self is fighting corruption, money laundering and optimize return on assets of 
criminals who gained from the crime.

Keywords : reversal burden of proof, illicit enrichment, human rights.

Abstrak
Penanggulangan t�ndak p�dana korups� sebaga� kejahatan yang luar b�asa 
membutuhkan penanganan yang luar b�asa pula. Adapun cara yang dapat 
d�tempuh ya�tu dengan menerapkan s�stem pembukt�an terbal�k  terhadap 
kekayaan pejabat Negara yang d�m�l�k� secara t�dak sah (illicit enrichment), 
namun dalam pelaksanaannya terdapat �nd�kas� bahwa akan  bers�nggungan 
dengan Hak Asas� Manus�a (HAM). Dalam penel�t�an �n� akan d�bahas mengena� 
baga�mana pengaturan terka�t pembukt�an terbal�k yang d�atur dalam  s�stem 
hukum p�dana d� Indones�a ? dan baga�manakah penerapan s�stem pembukt�an 
1 Art�kel �n� merupakan penel�t�an/karya �lm�ah mahas�swa pada Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu 
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terbal�k dalamperampasan terhadap illicit enrichment d�ka�tkan dengan Hak 
Asas� Manus�a (HAM) ?. Metode dalam penel�t�an �n� menggunakan penel�t�an 
hukum normat�f. Pada penel�t�an �n� d�fokuskan pada hukum pos�t�f serta 
sumber bahan hukum ba�k berasal dar� pr�mer maupun sekunder. Anal�s�s data 
d�lakukan terhadap bahan hukum pr�mer dan bahan hukum sekunder yang 
selanjutnya d�olah dan d�saj�kan secara deskr�pt�f anal�s�s. Terka�t tentang 
pengaturan s�stem pembukt�an terbal�k saat �n� telah d�atur dalam ketentuan 
Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan T�ndak P�dana korups� serta Undang – Undang No. 8 
Tahun 2010 tentang T�ndak P�dana Pencuc�an Uang, namun s�fatnya mas�h 
terbatas karena penggunaanya hanya dapat d�lakukan pada saat pers�dangan 
saja. Sedangkan pengaturan terka�t illicit enrichment saat �n� belum d�atur dalam 
ketentuan perundang – undangan, padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi 
ketentuan illicit enrichment sebaga�mana ketentuan Pasal 20  UNCAC. Pro dan 
kontra terka�t penerapan pembukt�an terbal�k pada illicit enrichment karena ada 
�nd�kas� bers�nggungan dengan Hak Asas� Manus�a (HAM) khususnya pada asas 
presumption of innocence dan non – self incrimination. Mesk�pun dem�k�an, 
dengan memperhat�kan pr�ns�p hukum la�nnya serta untuk kepent�ngan yang 
leb�h luas maka pengaturan illicit enrichment sudah seharusnya d�atur dalam 
ketentuan perundang – undangan d� Indones�a. Meng�ngat tujuan pengaturannya 
�tu send�r� yakn� dem� memberantas t�ndak p�dana korups�, t�ndak p�dana 
pencuc�an uang serta pengembal�an aset - aset yang d�peroleh dar� t�ndak p�dana 
tersebut.

Kata kunc� : Pembukt�an terbal�k, �ll�c�t enr�chment, hak asas� manus�a

Sebaga�mana k�ta ketahu� saat 
�n bahwa t�ndak p�dana korups� telah 
d�lakukan dengan berbaga� macam 
modus operand� dengan teknolog� 
yang cangg�h serta s�stem kerja yang 
rum�t yang mengak�batkan sul�tnya 
pembukt�an terhadap t�ndak p�dana 
korups� tersebut. Berdasarkan hal 
tersebut maka salah satu upaya 
yang dapat d�lakukan dalam rangka 
menanggulang� pemberantasan 
t�ndak p�dana korups� yakn� dengan 
penerapan pembukt�an terbal�k dalam 
t�ndak p�dana korups� d� Indones�a. 

Dalam ketentuan penjelasan 
Undang – Undang No. 20 Tahun 
2001 tentang perubahan atas Undang 
– Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

I.      PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang

T�ndak p�dana korups� merupakan 
suatu t�ndak kejahatan yang sangat sul�t 
d�berantas. Korups� yang tergolong 
sebaga� kejahatan kerah put�h ( white 
collar crime ), telah menjad� momok 
yang membahayakan khususnya bag� 
b�rokras� pemer�ntahan serta keuangan 
negara. Berdasarkan Ens�kloped�a 
Indones�a, korups� merupakan gejala 
d�mana para pejabat, badan – badan 
negara menyalahgunakan wewenang 
dengan terjad�nya penyuapan pemal-
suan, serta ket�dakberesan la�nnya.3

3   Ev� Hartant�, 2005, Tindak Pidana Korupsi, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.
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Pemberantasan T�ndak P�dana Korups� 
d�sebutkan bahwa meng�ngat t�ndak 
p�dana korups� d� Indones�a terjad� 
secara s�stemat�s dan meluas seh�ngga 
t�dak hanya merug�kan keuangan 
negara tetap� juga telah melanggar 
hak – hak ekonom� masyarakat secara 
luas, seh�ngga pemberantasannya 
d�perlukan cara khusus antara la�n 
dengan penerapan s�stem pembukt�an 
terbal�k yakn� pembukt�an yang 
d�bebankan terhadap terdakwa. 

Terka�t dengan pembukt�an 
terbal�k, adanya Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara ( 
LHKPN ) menjad� salah satu dasar 
pembukt�an terhadap harta yang 
d�m�l�k� penyelenggara negara yang 
menentukan apakah aset – aset yang 
d�m�l�k� sesua� dengan pendapatan 
yang sah yang d�dapat penyelenggara 
tersebut. Dalam laporan �n� akan d�l�hat 
apakah ada �nd�kas� perbuatan illicit 
enrichment ( kekayaan yang t�dak 
wajar ) atau t�dak. Karena sebaga�mana 
k�ta l�hat bahwa banyak penyelenggara 
negara mempunya� kekayaan yang 
meleb�h� log�ka pendapatan yang 
d�ter�manya selama �a menjad� pejabat 
publ�k. Namun h�ngga saat �n� peraturan 
terka�t illicit enrichment sebaga�mana 
d�atur dalam ketentuan Pasal 20 
UNCAC send�r� belum d�atur dalam 
ketentuan perundang – undangan d� 
Indones�a. Padahal Indones�a send�r� 
telah meratifikasi konvensi tersebut.

Terlepas dar�pada belum 
d�aturnya terka�t illicit enrichment 
yang menggunakan beban pembukt�an 

secara terbal�k �n�, k�ranya t�dak mudah 
d�terapkan dalam pelaksanaannya 
d�mana akan t�mbul pro dan kontra 
karena d�n�la� bers�nggungan dengan 
penegakan hak asas� manus�a ( HAM 
) terutama terka�t pelaksanaan asas 
presumption of innocence dan asas self 
incrimination. Pemberantasan t�ndak 
p�dana korups� dan penegakan HAM 
harus dapat berjalan se�r�ngan guna 
mewujudkan demokras�. Mesk�pun 
pengaturan illicit enrichment menjad� 
salah satu langkah pent�ng dalam 
pemberantasan t�ndak p�dana korups� 
namun dem� terwujudnya perad�lan 
yang fair, �mplementas�nya terhadap 
peraturan �n� haruslah memenuh� 
standar perl�ndungan HAM 
sebaga�mana d�atur dalam ketentuan 
Pasal 14 International Convention on 
Civil and Political Rights (ICCPR).

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 
d�atas, adapun permasalahan yang 
akan d�bahas pada penel�t�an �n� adalah 
sebaga� ber�kut :
1. Baga�manakah pengaturan ter-

ka�t pembukt�an terbal�k yang 
d�atur dalam s�stem hukum 
p�dana d� Indones�a ?

2. Baga�manakah penerapan s�stem 
pembukt�an terbal�k dalam 
perampasan terhadap illicit 
enrichment d�ka�tkan dengan 
Hak Asas� Manus�a ( HAM ) ?
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penel�t�an dalam 

penul�san �n� d�bag� menjad� tujuan 
umum dan tujuan khusus. 
a. Tujuan umum 
 Tujuan umum dalam penel�t�an 

�n� adalah untuk mengembangkan 
�lmu hukum terka�t dengan 
parad�gma science as a process 
(�lmu sebaga� proses), dengan 
parad�gma �n� �lmu t�dak akan 
pernah mandek (final) dalam 
penggal�annya atas kebenaran.4 
Dalam penel�t�an �n� adalah 
mengetahu� dan mengkaj� peng 
gunaan pembukt�an terbal�k 
dalam perampasan illicit 
enrichment yang d�ka�tkan 
dengan Hak Asas� Manus�a 
(HAM).

b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dalam penel�t�an �n� 
adalah sebaga� ber�kut :
1. Untuk mendeskr�ps�kan serta 

menganal�s�s pengaturan terka�t 
pembukt�an terbal�k yang d�atur 
dalam s�stem hukum p�dana d� 
Indones�a.

2. Untuk mendeskr�ps�kan serta 
menganal�s�s penerapan s�stem 
pembukt�an terbal�k dalam 
perampasan terhadap illicit 
enrichment d�ka�tkan dengan 
hak asas� manus�a (HAM).

4  Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Un�vers�tas Udayana, 
2013, Pedoman Penulisan Usulan Penelitan 
Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi 
Magister ( S2 ) Ilmu Hukum, Denpasar, 
hlm.43.

II  METODE PENELITIAN
Dalam penel�t�an �n� 

menggunakan penel�t�an hukum 
normat�f ya�tu menguj� kebenaran 
ada atau t�daknya sesuatu fakta yang 
d�sebabkan oleh faktor tertentu.5 
Penel�t�an hukum yang d�lakukan 
dengan cara menel�t� bahan – 
bahan pustaka atau data sekunder 
belaka, dapat d�namakan penel�t�an 
hukum normat�f atau penel�t�an 
kepustakaan.6 Penel�t�an �n� mengkaj� 
penggunaan pembukt�an terbal�k 
dalam perampasan illicit enrichment 
apakah terjad� pelanggaran HAM 
atau t�dak. Pendekatan yang penul�s 
gunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
pendekatan perundang – undangan 
(statute approach), dan pendekatan 
konsep anal�s�s hukum (conceptual 
approach). Bahan hukum bersumber 
dar� bahan hukum pr�mer yakn� 
peraturan perundang – undangan yang 
terka�t dengan buku – buku yang ada 
korelas�nya dengan penel�t�an �n� yang 
kemud�an d�olah dan d�saj�kan secara 
deskr�pt�f anal�s�s.

III  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Pembuktian 

Terbalik Dalam Sistem Hukum 
Pidana di Indonesia
Pembukt�an terhadap terdakwa 

yang melakukan suatu perbuatan 
yang d�dakwakan kepadanya yang 
5 Peter Mahmud Marzuk�, 2011, Penelitian 

Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 35.
6 Soerdjono Sukanto dan Sr� Mamuj�, 2013 

Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 
Singkat, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 
hlm.13.

Vol. 5, No. 2 : 392 - 405



396

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528X

Jurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

terbukt� benar atau t�daknya adalah 
bag�an terpent�ng dalam acara p�dana. 
Seseorang yang d�dakwa melakukan 
suatu perbuatan p�dana haruslah sesua� 
dengan alat bukt� yang sah.

Hak�m t�dak d�perbolehkan 
menjatuhkan p�dana terhadap 
seseorang, kecual� terdapat sekurang-
kurangnya dua alat bukt� yang sah 
�a memperoleh keyak�nan bahwa 
suatu t�ndak p�dana benar terjad� 
dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Hal �n� sebaga�mana 
d�atur dalam ketentuan Pasal 183 
KUHAP.  Sedangkan dalam ketentuan 
Pasal 184 KUHAP menyatakan adapun 
yang d�maksud sebaga� alat bukt� yang 
sah ya�tu keterangan saks�, keterangan 
ahl�, surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa. 

Pengaturan mengena� beban 
pembukt�an terbal�k d� Indones�a 
pertama kal� d�atur dalam penanganan 
t�ndak p�dana korups�. Dalam ketentuan 
Peraturan Pemer�ntah Penggant� 
Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 
tentang Pengusutan, Penuntutan dan 
Pemer�ksaan T�ndak P�dana Korups� 
Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa 
“Set�ap tersangka waj�b member� 
keterangan tentang seluruh harta benda 
dan harta benda �str�/suam� dan anak 
dan harta benda sesuatu badan hukum 
yang d�urusnya, apab�la d�m�nta oleh 
jaksa”. Namun se�r�ng mas�h kurangnya 
pengaturan terka�t t�ndak p�dana 
korups� maka Peraturan Pemer�ntah 
Penggant� Undang -Undang No. 24 
Tahun 1960 tentang Pengusutan, 

Penuntutan dan Pemer�ksaan T�ndak 
P�dana Korups�, d�cabut dan d�gant� 
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 
1971 tentang Pemberantasan T�ndak 
P�dana Korups�.

Dengan lah�rnya Undang 
– Undang No. 3 Tahun 1971 
permasalahan pembukt�an terbal�k 
dalam memberantas t�ndak p�dana 
korups� d�atur secara leb�h luas. 
Sebaga�mana d�sebutkan dalam 
ketentuan Pasal 17 yang menyatakan 
sebaga� ber�kut : 
1. Hak�m dapat memperkenankan 

terdakwa untuk kepent�ngan 
pemer�ksaan member�kan 
keterangan tentang pembukt�an 
bahwa �a t�dak bersalah 
melakukan t�ndak p�dana 
korups�.

2. Keterangan tentang pembukt�an 
yang d�kemukakan oleh terdakwa 
bahwa �a t�dak bersalah sepert� 
yang d�maksud dalam ayat (1) 
hanya d�perkenankan dalam hal:

a. Apab�la terdakwa menerangkan 
dalam pemer�ksaan, bahwa 
perbuatan �tu menurut ke�nsyafan 
yang wajar t�dak merug�kan 
keuangan atau perekonom�an 
Negara, atau

b. Apab�la terdakwa menerangkan 
dalam pemer�ksaan, bahwa 
perbuatannya �tu d�lakukan dem� 
kepent�ngan umum.

3. Dalam hal bahwa terdakwa dapat 
member�kan keterangan tentang 
pembukt�an sebaga�mana 
d�maksud dalam ayat (1) maka 
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keterangan tersebut d�pergunakan 
sebaga� hal yang set�dak-t�daknya 
menguntungkan bag�nya. Dalam 
hal dem�k�an, Penuntut Umum 
tetap mempunya� kewenangan 
untuk member�kan pembukt�an 
yang berlawanan.

4. Apab�la terdakwa t�dak dapat 
member�kan keterangan tentang 
pembukt�an sepert� d�maksudkan 
dalam ayat (1), keterangan 
tersebut d�pandang sebaga� hal 
yang set�dak-t�daknya merug�kan 
bag�nya. Dalam hal dem�k�an, 
Penuntut Umum tetap d�waj�bkan 
member� pembukt�an bahwa 
terdakwa bersalah melakukan 
t�ndak p�dana korups�. 
Mel�hat ketentuan Pasal 17 

tersebut d�atas dapat d�l�hat bahwa 
Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 
t�dak menganut s�stem pembukt�an 
terbal�k secara absolut karena kedua 
belah p�hak ba�k terdakwa maupun 
penuntut umum sal�ng membukt�kan.7

 Pengaturan terka�t kepem�l�kan 
harta benda pelaku sebaga�mana 
ketentuan Pasal 18 Undang – Undang 
No. 3 Tahun 1971 menentukan 
apab�la d�m�nta oleh hak�m, terdakwa 
d�waj�bkan untuk dapat member�kan 
keterangan terka�t keseluruhan harta 
benda ba�k yang d�m�l�k� olehnya, 
�str�/suam�, anak yang d�duga ada 
hubungannya dengan perkara yang 
bersangkutan. Apab�la keterangan 

7  L�l�k Mulyad�, 2007, Pembalikan Beban 
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. 
Alumn�, Bandung, hlm. 258.

terdakwa d�anggap t�dak memuaskan 
terka�t t�dak se�mbangnya jumlah harta 
yang d�m�l�k� dengan penghas�lannya,  
maka keterangan terdakwa tersebut 
d�gunakan dalam hal menguatkan 
keterangan saks� terka�t t�ndak p�dana 
korups� yang d�lakukan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dar� 
Pasal 17 dan 18 Undang – Undang No. 
3 Tahun 1971 tersebut d�atas maka 
dapat k�ta l�hat bahwa pembukt�an 
terbal�k untuk membukt�kan salah 
atau t�daknya terdakwa dalam 
t�ndak p�dana korups� serta untuk 
membukt�kan kepem�l�kan atas harta 
benda yang d�m�l�k� terdakwa hanya 
dapat d�lakukan oleh terdakwa apab�la 
ada perm�ntaan dar� hak�m. Dengan 
dem�k�an hak penggunaan pembukt�an 
terbal�k d� pers�dangan yang d�m�l�k� 
terdakwa hanya dapat d�gunakan 
sepanjang  ada perm�ntaan dar� hak�m 
guna kepent�ngan pemer�ksaan. 

Pembukt�an terbal�k selanjutnya 
d�atur dalam ketentuan Undang 
– Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 
Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan T�ndak P�dana 
Korups� sebaga�mana d�sebutkan 
dalam ketentuan Pasal 37 yakn� :
1) Terdakwa mempunya� hak 

untuk membukt�kan bahwa �a 
t�dak melakukan t�ndak p�dana 
korups� 

2) Dalam hal terdakwa dapat 
membukt�kan bahwa �a t�dak 
melakukan t�ndak p�dana korups�, 
maka pembukt�an tersebut 
d�pergunakan oleh pengad�lan 
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sebaga� dasar untuk menyatakan 
bahwa dakwaan t�dak terbukt�.

Dalam penjelasan Pasal 37 d�tentukan 
sebaga� ber�kut : 
1. Ayat (1), Pasal �n� sebaga� 

konsekuens� ber�mbang atas 
penerapan pembukt�an terbal�k 
terhadap terdakwa. Terdakwa 
tetap memerlukan perl�ndungan 
hukum yang ber�mbang atas 
pelanggaran hak – hak yang 
mendasar yang berka�tan dengan 
asas praduga tak bersalah 
(presumption of innocence) dan 
menyalahkan d�r� send�r� (non 
self – incrimination). 

2. Ayat (2), ketentuan �n� t�dak 
menganut s�stem pembukt�an 
secara negat�f menurut undang 
– undang ( negatief wettelijk).

Selanjutnya dalam Pasal 37A 
d�sebutkan :
1. Terdakwa waj�b member�kan 

keterangan tentang seluruh 
harta bendanya dan harta benda 
�str� atau suam�, anak, dan harta 
benda set�ap orang atau korporas� 
yang d�duga mempunya� 
hubungan dengan perkara yang 
d�dakwakan.

2. Dalam hal terdakwa t�dak dapat 
membukt�kan tentang kekayaan 
yang  t�dak se�mbang dengan 
penghas�lannya atau sumber 
penambahan kekayaannya, 
maka keterangan sebaga�mana 
d�maksud dalam ayat (1) 
d�gunakan untuk memperkuat 
alat bukt� yang sudah ada bahwa 

terdakwa telah melakukan t�ndak 
p�dana korups�. 

3. Ketentuan sebaga�mana d�mak-
sud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan t�ndak p�dana atau 
perkara pokok sebaga�mana 
d�maksud dalam Pasal 2, Pasal 
3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 15, dan Pasal 16 Undang 
– Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan T�ndak 
P�dana Korups�  dan Pasal 5 
sampa� dengan Pasal 12 undang 
– undang �n�, seh�ngga Penuntut 
Umum tetap berkewaj�ban untuk 
membukt�kan dakwaannya. 
Adapun s�stem pembukt�an yang 

d�anut dalam Pasal 37 tersebut adalah 
s�stem pembukt�an yang bers�fat 
“terbatas dan ber�mbang” dan “s�stem 
negat�f” sebaga�mana yang telah 
d�tentukan dalam KUHAP. Bers�fat 
terbatas dan ber�mbang d�art�kan 
bahwa terdakwa berhak member�kan 
bukt� bahwa benar �a t�dak melakukan 
t�ndak p�dana korups�, yang selanjutnya 
akan menjad� dasar pengad�lan untuk 
menyatakan dakwaan terbukt� atau 
t�dak. D�katakan terbatas sebaga�mana 
Pasal 37 ayat (2) karena hanya dapat 
d�terapkan dalam t�ndak p�dana 
gratifikasi sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 12 B dan terhadap 
tuntutan perampasan benda terdakwa 
yang d�duga berasal dar� t�ndak 
p�dana sebaga�mana d�maksud dalam 
ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 
16 Undang – Undang No. 31 Tahun 
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1999 jo. Undang – Undang No. 20 
Tahun 2001. Sedangkan s�stem negat�f 
d�art�kan bahwa penuntut umum harus 
dapat membukt�kan unsur – unsur 
kesalahan terdakwa. 

Sela�n dalam t�ndak p�dana 
korups� saat �n� mengena� pembukt�an 
terbal�k juga d�atur dalam ketentuan 
Pasal 77 Undang – Undang No. 10 
Tahun 2010 tentang T�ndak P�dana 
Pencuc�an Uang yang menyebutkan 
bahwa “untuk kepent�ngan 
pemer�ksaan d� pers�dangan, terdakwa 
waj�b membukt�kan bahwa harta  
kekayaannya bukan merupakan has�l 
t�ndak p�dana”. Selanjutnya dalam 
ketentuan Pasal 78 juga mengatur 
terka�t pembukt�an terbal�k yang 
mengatur sebaga� ber�kut : 
1. Dalam pemer�ksaan d� s�dang 

pengad�lan sebaga�mana d�mak-
sud dalam pasal 77, hak�m 
memer�ntahkan agar terdakwa 
membukt�kan bahwa harta 
kekayaan yang terka�t dengan 
perkara bukan berasal atau 
terka�t dengan t�ndak p�dana 
sebaga�mana d�maksudkan 
dalam Pasal 2 ayat (1).

2. Terdakwa membukt�kan bahwa 
harta kekayaan yang terka�t 
dengan perkara bukan berasal 
atau terka�t dengan t�ndak 
p�dana sebaga�mana d�maksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan 
cara mengajukan alat bukt� yang 
cukup.
Berdasarkan ketentuan tersebut 

dapat d�ketahu� bahwa terdakwa tetap 

d�ber�kan kesempatan dalam rangka 
pembukt�an terhadap harta yang 
d�m�l�k� adalah bukan merupakan has�l 
dar� t�ndak p�dana. Namun pembukt�an 
terbal�k tersebut mas�hlah bers�fat 
terbatas karena hanya berlaku d� saat 
pers�dangan bukan pada saat tahapan 
peny�d�kan.

3.2 Penerapan Pembuktian 
Terbalik Dalam Perampasan 
Illicit Enrichment Kaitannya 
dengan Hak Asasi Manusia
Negara Indones�a melalu� 

Undang – Undang No. 7 Tahun 2006 
tentang Pengesahan United Nations 
Convention Against Corruption 
(UNCAC ) telah meratifikasi Konvensi 
Perser�katan Bangsa – Bangsa ant� 
korups�. Dalam ketentuan Pasal 20 
UNCAC mengatur tentang perolehan 
harta kekayaan pejabat publ�k yang 
t�dak wajar (illicit enrichment) yang 
membolehkan adanya perampasan 
aset terhadap harta terdakwa yang 
d�duga d�peroleh berdasarkan t�ndak 
p�dana korups�. Pasal 20 UNCAC 
menyebutkan bahwa ”Subject to its 
constitution and the fundamental 
principles of its legal system, each 
State Party shall consider adopting 
such legislative and other measures 
as may be necessary to establish as 
a criminal offence, when committed 
intentionally, illicit enrichment, that 
is, a significant increase in the assets 
of a public official that he or she can 
not reasonably explain in relation to 
his or her lawful income”. 
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Dengan mengetahu� terka�t 
diratifikasinya konvensi tersebut 
namun h�ngga saat �n� pengaturan 
terka�t illicit enrichment send�r� 
belum d�atur dalam undang – undang 
t�ndak p�dana korups�. Padahal 
seharusnya dengan diratifikasinya 
UNCAC tersebut maka Indones�a 
waj�b membuat peraturan yang 
mengatur illicit enrichment tersebut. 
Adapun tujuan dar� pengaturan illicit 
enrichment tersebut antara la�n : 
1. Dengan adanya illicit enrichment 

akan memperkuat kedudukan 
undang – undang t�ndak p�dana 
korups� dan undang – undang 
t�ndak p�dana pencuc�an uang 
yang terbatas pada pengejaran 
aset – aset korups�.

2. Mengembal�kan kerug�an negara 
yang t�mbul ak�bat dar� t�ndak 
p�dana korups� yang d�lakukan 
pejabat publ�k.

3. Menguatkan fungs� Laporan 
Harta Kekayaan Pejabat Negara 
(LHKPN) seh�ngga t�dak 
hanya bers�fat formal�tas dan 
tanpa sanks� pada pejabat yang 
berbohong dalam pelaporan 
harta m�l�knya. 

4. Illicit enrichment d�gunakan 
secara maks�mal untuk bertujuan 
mem�sk�nkan koruptor karena 
menggunakan beban pembukt�an 
terbal�k d�mana terdakwa harus 
dapat membukt�kan asal usul 
kekayaan yang d�m�l�k�nya.

5. Harta / aset yang d�m�l�k� 
terdakwa yang d�daftarkan 

atas nama p�hak ket�ga  tetap 
d�anggap sebaga� m�l�k terdakwa 
selama dapat d�bukt�kan adanya 
peral�han aset tersebut. 

6. Adanya illicit enrichment akan 
mendorong orang taat membayar 
pajak karena apab�la mem�lk� 
kekayaan secara sah namun t�dak 
membayar pajak maka akan 
berpotens� d�sangka melakukan 
illicit enrichment.
Mel�hat tujuan d�aturnya illicit 

enrichment maka dapat k�ta l�hat 
secara nyata urgens� illicit enrichment 
send�r� dalam rangka memberantas 
korups� juga pencuc�an uang. 
Apalag� dengan penggunaan s�stem 
pembukt�an terbal�k (reversal burden 
of proof) kepada terdakwa dalam 
hal  terdakwa t�dak dapat melakukan 
pembukt�an terhadap asal – usul harta 
kekayaannya, maka harta tersebut akan 
d�rampas oleh negara. Hal �n� berart� 
bahwa dalam upaya pemberantasan 
t�ndak p�dana korups� pendekatan 
yang d�gunakan adalah t�dak hanya 
menjad�kan orang atau pelaku t�ndak 
p�dana sebaga� target, mela�nkan juga 
pengembal�an aset – aset has�l t�ndak 
p�dana korups� tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) 
dan ayat (3) Undang – Undang No. 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bers�h dar� Korups�, Kolus� 
dan Nepot�sme mewaj�bkan bag� set�ap 
penyelenggara negara bersed�a untuk 
d�per�ksa kekayaan sebelum, selama 
dan setelah menjabat, dan mempunya� 
kewaj�ban untuk melaporkan dan 
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mengumumkan kekayaan sebelum dan 
sesudah menjabat. Selanjutnya dalam 
ketentuan Pasal 13 huruf A Undang 
– Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 
Kom�s� Pemberantasan Korups� (KPK) 
mengatur kewenangan yang d�m�l�k� 
oleh KPK dalam melaksanakan 
langkah atau upaya pencegahan 
untuk melakukan pendaftaran dan 
pemer�ksaan terhadap Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN). Dengan adanya ketentuan 
tersebut dapat menjad� dasar berlaku 
efekt�fnya pengaturan terka�t illicit 
enrichment yakn� melalu� kewaj�ban 
dar� set�ap penyelenggara negara untuk 
waj�b melaporkan harta kekayaannya. 

T�dak sed�k�t pejabat publ�k 
yang mem�l�k� harta d�luar log�ka 
pendapatan sahnya. Adapun has�lnya 
apab�la d�kalkulas�kan harta yang 
d�m�l�k� past�lah cenderung bern�la� 
m�nus dar�pada pendapatan sah yang 
d�dapat. Hal �n�lah yang men�mbulkan 
spekulas� d� masyarakat bahwa 
harta berleb�h yang d�m�l�k� pejabat 
tersebut adalah harta yang d�peroleh 
berdasarkan  cara – cara yang t�dak 
halal ataupun memperolehnya dengan 
melawan hukum. Dengan kata la�n 
bahwa harta yang d�peroleh pejabat 
tersebut adalah berasal dar� t�ndak 
p�dana sepert� t�ndak p�dana korups� 
maupun t�ndak p�dana pencuc�an 
uang. 

Namun sangat d�sayangkan 
untuk penerapan illicit enrichment 
send�r� sampa� saat �n� mas�h menua� 
pro dan kontra. Hal �n� d�karenakan 

apab�la illicit enrichment d�terapkan 
d�n�la� akan bertentangan dengan 
penghormatan dan perl�ndungan 
terhadap Hak Asas� Manus�a (HAM) 
terutama terka�t asas presumption of 
innocence dan asas self incrimination 
sebab dalam pembukt�annya pene-
rapan illicit enrichment menggunakan 
pembukt�an terbal�k yang secara 
langsung bers�nggungan dengan asas 
praduga t�dak bersalah (presumption 
of innocence) dan hak untuk t�dak 
member�kan keterangan yang 
merug�kan d�r� send�r� (non self 
incrimination). 

Asas praduga t�dak bersalah 
(presumption of innocence)  d�atur 
dalam ketentuan Pasal 11 DUHAM 
yang menyatakan “everyone charged 
with a penal offence has the right to 
be presumed innocent until proved 
guilty according to law in a public 
trial at which he has had all the 
guarantees necessary for his defence”.  
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 
ayat (2) ICCPR  menyatakan “everyone 
charged with a criminal offence 
shall have the right to be presumed 
innocent until proved guilty according 
to law”. Dar� ketentuan pasal tersebut 
bermakna seseorang t�dak dapat 
d�anggap bersalah sebelum Jaksa 
Penuntut Umum dapat meyak�nkan 
kepada hak�m d�serta� bukt� – bukt� 
yang akurat bahwa seseorang tersebut 
memang bersalah. Hak�m sejak awal 
harus menetapkan asas presumption 
of innocence dan Jaksa Penuntut 
Umum waj�b melakukan pembukt�an 

Vol. 5, No. 2 : 392 - 405



402

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528X

Jurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

dan apab�la terdapat keraguan maka 
d�amb�l keputusan yang pal�ng 
menguntungkan terdakwa. 

Menunjuk kepada salah satu 
putusan Congress dar� International 
Commission of Jurist, yang d�adakan 
d� New Delh�, Ind�a dalam tahun 
1959 dengan judul “The Rule of 
Law in a Free Society” mengena� 
“The presumption of innocence ” 
menyatakan bahwa “the application of 
the Rule of Law involves an acceptance 
of the principle that an accused person 
in assumed to be innocent until he 
has been proved to be guilty. An 
acceptance of this general principles 
is not inconsistent with provisions of 
law which, in particular cases, shift 
the burden of proof ence certain facts 
creating a contrary presumption have 
been established. The person guilt of 
the accused should be proved in each 
case”.  Dalam pembahasan tersebut 
member�kan adanya peny�mpangan 
terhadap asas praduga t�dak bersalah 
yang t�dak bertentangan dengan pr�ns�p 
hukum la�nnya serta bertujuan untuk 
kepent�ngan yang leb�h luas. 

Asas non self incrimination 
merupakan asas yang menyatakan 
bahwa t�dak dapat d�paksanya atau 
d�waj�bkannya seseorang untuk 
membukt�kan terhadap hal – hal  yang 
dapat menjad� unsur pemberat d�r�nya 
dalam suatu perkara p�dana. Hal �n� 
sebaga�mana d�atur dalam ketentuan 
Pasal 14 ayat (3) ICCPR yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia.  Ketentuan 
pasal �n� menerangkan bahwa hak 

terdakwa untuk “not to be compelled 
to testify agains himself or to confess 
guilt”.

Dalam pelaksanaan beban 
pembukt�an secara terbal�k haruslah 
mem�l�k� dasar hukum yang kuat agar 
t�dak bertentangan dengan hak asas� 
seseorang. Adapun contoh kasus dalam 
penggunaan pembukt�an terbal�k 
terka�t asas non self incrimination yakn� 
kasus Bahasy�m Ar�ef d�mana dalam 
pers�dangan Bahasy�m d�nyatakan 
oleh hak�m telah terbukt� melakukan 
t�ndak p�dana pencuc�an uang dan 
t�dak mampu menjelaskan atas 
kekayaan berleb�h yang d�m�l�k�nya 
yang termuat dalam Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN). Pengad�lan dalam hal 
�n� mener�ma hal tersebut dan 
dapat mengamb�l kes�mpulan dan 
memutuskan saat terdakwa  mem�l�h 
untuk  t�dak menjelaskan apakah d�a 
bersalah atau t�dak ( keep remain silent 
).  Mel�hat pada kasus tersebut bahwa 
terhadap hak non self incrimination 
t�daklah bers�fat mutlak seh�ngga 
dapat d�kesamp�ngkan.  

   
IV  PENUTUP
4.1 Simpulan 

Berdasarkan ura�an terka�t 
penerapan asas pembukt�an terbal�k 
dalam perampasan �ll�c�t enr�chment 
ka�tannya dengan hak asas� manus�a 
maka dapat d�s�mpulkan hal – hal 
sebaga� ber�kut :
1. S�stem pembukt�an terbal�k 

(reversal burden of proof) 
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dalam s�stem hukum p�dana d� 
Indones�a saat �n� telah d�atur 
dalam ketentuan Pasal 37 dan 
37A Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 jo. Undang – Undang 
No.20 Tahun 2001 tentang 
pemberantasan T�ndak P�dana 
Korups�, serta dalam ketentuan 
Pasal 77 dan 78 Undang – Undang 
No. 8 Tahun 2010 tentang 
T�ndak P�dana Pencuc�an Uang. 
Namun penggunaan terhadap 
s�stem pembukt�an tersebut 
mas�h bers�fat terbatas karena 
hanya dapat d�pergunakan pada 
saat s�dang pengad�lan.

2. Pengaturan terka�t illicit 
enrichment saat �n� belum d�atur 
dalam perundang – undangan d� 
Indones�a sedangkan Indones�a 
telah meratifikasi ketentuan 
terka�t illicit enrichment 
sebaga�mana ketentuan 
Pasal 20 UNCAC. D�aturnya 
ketentuan Illicit enrichment 
yang menggunakan s�stem 
pembukt�an terbal�k memang 
akan bers�nggungan dengan 
Hak Asas� Manus�a (HAM) 
yakn� terka�t asas presumption 
of innocence dan non – self 
incrimination. Karena apab�la 
d�kaj� melalu� pendekatan HAM 
akan menimbulkan konflik 
terhadap hak kepem�l�kan harta 
seseorang yang harus dapat  
d�bukt�kan d� pers�dangan yang 
jelas bertentangan dengan kedua 
pr�ns�p HAM tersebut.

4.2 Saran
1. Meng�ngat t�ndak p�dana korups� 

saat �n� merupakan suatu t�ndak 
p�dana yang telah menjad� 
persoalan hukum yang sul�t 
penanggulangannya d�mana yang 
menjad� salah satu penyebabnya 
adalah proses pembukt�annya 
maka terhadap t�ndak p�dana 
tersebut salah satu upaya yang 
dapat d�tempuh adalah dengan 
melalu� sarana penal yakn� 
pen�ngkatan terhadap penerapan 
s�stem pembukt�an terbal�k 
terhadap terdakwa yang d�duga 
telah melakukan t�ndak p�dana 
korups�

2. Pengaturan terhadap illicit 
enrichment seba�knya d�terapkan 
dalam rangka mengopt�malkan 
pemberantasan kasus t�ndak 
p�dana korups�. Mesk�pun 
pengaturan terhadap illicit 
enrichment yang menggunakan 
s�stem pembukt�an terbal�k 
akan bers�nggungan dengan 
HAM yakn� asas presumption 
of innocence dan non self 
incrimination namun dem� 
tegaknya hukum dan agar sesua� 
dengan tujuan hukum yakn� 
untuk mencapa� kebahag�aan 
bag� sebanyak – banyaknya 
masyarakat, maka pengaturan 
terhadap illicit enrichment tetap 
harus d�terapkan.
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